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BUPATI KAIMANA 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI KAIMANA  

 
NOMOR          TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI KAIMANA,  

 

Menimbang   : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun 

anggaran 2021, perlu dilakukan penyusunan 

penjabaran laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

b. bahwa penjabaran laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kaimana. 

 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6697); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten 

Keeerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten 

Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, 

Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, 

Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, 

Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 

Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4245);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12  Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4027); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana  Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor  

4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6057);  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 

tentang  Pinjaman  Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah (Lembaran negara republik 

Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

22. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Badan Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten 

Kaimana Nomor 15 Tahun 2007); 

27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 

Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas  Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana 

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan 
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Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kaimana Tahun 2021 Nomor 34). 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

 

: PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG 

PENJABARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 terdiri atas : 
 

a. Pendapatan Rp. 994.239.694.299,98   

b. Belanja   Rp. 996.316.861.846,00   

 Surplus/Defisit           Rp      40.097.849.842,98
   

c. Pembiayaan     

 - Penerimaan Rp. 102.136.761.882,80   

 - Pengeluaran  Rp. 0,00   

 Pembiayaan Neto   Rp 102.136.761.882,80 

d. SiLPA Tahun 
Berjalan 

  Rp 142.234.611.725,78 

 
Pasal 2 

 
Rincian Realisasi Anggaran terdiri atas : 

a. Lampiran I  : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Lampiran II : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 3 

 

Rincian Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 terdapat dalam Lampiran merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 
  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupten Kaimana. 

 

Ditetapkan di Kaimana 

 Pada Tanggal        JUNI 2022 

 
 BUPATI KAIMANA, 

 
 
 

FREDDY THIE 
 

 

Diundangkan di Kaimana 

pada tanggal                          2022 

 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

 

DONALD R. WAKUM 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2022 NOMOR................ 


